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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kelahiran 3 paket undang undang keuangan Negara, Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara, Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara telah mendorong pengelolaan keuangan Negara ke arah
yang lebih baik. Paket undang undang keuangan Negara tersebut menandai
era baru pengelolaan keuangan Negara. Era dimana pengelolaan keuangan
Negara dilakukan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Era sebelum pemberlakuan
3 paket undang undang tersebut penyusunan laporan keuangan dinilai belum
memenuhi asas transparan dan akuntabilitas serta belum sepenuhnya
disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan

standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.

Undang undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan pengelolaan keuangan Negara disamping menggunakan
asas-asas yang telah berlaku umum dan dikenal diantaranya asas tahunan,
asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas
baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang

baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :



o akuntabilitas berorientasi pada hasil;

e  profesionalitas;

e  proporsionalitas;

o keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

o pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu

PP Nomor 71 Tahun 2010, komponen Laporan Keuangan Pemerintah
terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih
adalah komponen laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report).
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan
Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan finansial. Catatan Atas
laporan Keungan CaLLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan

lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan



finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan

pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

PSAP 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Neraca Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh
neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut
1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu
aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan



dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar
meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.05/2016 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menyatakan bahwa
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang
berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti
suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas .

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam
proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan
baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat /
pemda.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan

yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah



j adi / barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan
diserahkan kepada masyarakat/ pemda.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan , contoh:
a. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/
pemda;
b. tanah / bangunan / peralatan dan mesin / aset tetap lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/ pemda, serta
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti

cadangan minyak dan cadangan beras .

Konstitusi, Undang Undang Dasar 1945, mengamatkan pemilihan
umum diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang
diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan
legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Untuk menunjang
tugas tugas tersebut membentuk organ lembaga di daerah dalam bentuk
KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/ Kota.

KPU Kabupaten Magelang merupakan organ pelaksana tugas-tugas
KPU yang berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Struktur
Organisasi KPU Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Susunan



Organisasi dan Tata Kerja Sekretrian Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Magelang merupakan lembaga Negara yang
sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), maupun hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Sebagai lembaga Negara, KPU Kabupaten Magelang,
berkewajiban untuk melaksanakan anggaran yang telah diterima dan
menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Penyusunan laporan pelaksanaan anggararan maupun laporan
pertanggungjawaban, KPU Kabupaten Magelang tunduk pada Standar
Akuntansi Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 maupun
aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun Anggaran 2019, KPU Kabupaten Magelang menyusun
laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca

3. Laporan Operasional

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas Laporan Keuangan.



Dari hasil penelitian pendahuluan didapat, Neraca KPU Kabupaten
Magelang untuk tahun anggaran 2019 menggambarkan posisi keuangan
entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31
Desember 2019. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 8.403.813.397,- yang
terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.201.360.497,- Aset Tetap (Netto)
sebesar Rp. 6.664.831.900,- Piutang Jangka Panjang (Netto) sebesar Rp.
534.671.000,- dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp. 2.950.000,-. Jumlah
Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 3.987.965,- dan Rp.
8.399.825.432,-.

Aset Lancar sebesar Rp. 1.201.360.497,- tersebut terdiri atas Belanja
Dibayar Dimuka sebesar Rp. 52.500.000,- dan Persediaan sebesar Rp.
1.148.860.497,-. Dilihat dari nilai item persediaan mempunyai nilai 95,63%
dari total nilai Aset Lancar dan 13,67% dari total nilai Aset.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG UNTUK TAHUN

ANGGARAN 2019”.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, disusun
rumusan masalah sebagai berikut:
Apakah akuntansi persediaan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Magelang untuk Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan



E.

Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010
BATASAN MASALAH
Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat fokus, terarah
dan tidak melebar dari pokok masalah penelitian. Penulis menetapkan
batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Transaksi persediaan yang dijadikan obyek penelitian adalah transaksi
semua jenis persediaan yang dicatatkan atau dijurnal dalam Aplikasi
Persediaan selama Tahun Anggaran 2019. Saldo akhir Tahun Anggaran
2018 sebagai Saldo Awal 2019 tidak termasuk obyek penelitian.

2. Kesesuain akuntansi persediaan KPU Kabupaten Magelang dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi: Pengungkapan,

Pengukuran, Beban Persediaan dan Pengungkapan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Apakah
akuntansi persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
untuk Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Ruang Lingkup

1. Materi Penelitian



Materi yang diteliti adalah item Persediaan pada Neraca KPU
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan proses akuntansi yang
telah dijalani oleh KPU Kabupaten Magelang.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti adalah bagian pembelian, bagian bendahara dan
bagian sistem akuntansi instansi (SAI) pada KPU Kabupaten Magelang
Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai KPU Kabupaten
Magelang yang mempunyai tugas pada bagian pembelian, bagian
bendahara dan bagian sistem akuntansi instansi (SAI) pada KPU

Kabupaten Magelang.

F. Manfaat Penelitian.

1.

Bagi Instansi

Sebagai masukan mengenai akuntansi persediaan di tingkat instansi
apakah sudah sesuai dengan kentuan yang ada.

Bagi Peneliti

Sebagai  sarana menambah  wawasan, pengalaman serta
mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi ditingkat
penerapan.

Bagi I[lmu Pengetahuan

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya penerapan

ilmu akuntansi di tingkat praktek-praktek di lapangan kerja.
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